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PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a.

b.

c.

d.

e.

f.

.

bahwa untuk penyelanggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 

Kemasyarakatan Kabupaten Seram Bagian Timur perlu ditunjang 

pula dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2008, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Jasa Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan dimaksud;

bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu 

jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah 

Daerah;

bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipandang perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan.
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Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik

Indonasia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat

dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233);
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8.

9.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4553);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 

Tahun 2010 Tentang Pembentukan Inspektorat Daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan dan Litbang dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur        

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Badan adalah Badan Lingkungan hidup dan Tata Kota Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik 

Pengawai Negari Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

10. Sampah adalah Limbah yang berasal dari sisa-sisa kegiatan manusia.

11. Badan Usaha adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk 

Badan Usaha lainnya. 

12. Kantor Pemerintah adalah Kantor milik Pemerintah yang digunakan untuk pelayanan 

masyarakat.

13. Kantor BUMN dan BUMD adalah Kantor milik pemerintah yang digunakan untuk 

tujuan usaha yang sifatnya komersial.

14. Kantor Swasta adalah Kantor milik pribadi dan atau badan usaha.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa pelayanan tertentu yang diberikan oelah Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

16. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berupa pelayanan 

yang menyebabkan  barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 

orang pribadi atau badan hukum. 

17. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Seram Bagian Timur untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.

18. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
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19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat jasa pelayanan 

Pemerintah.

20. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau 

pemotongan retribusi tertentu.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang 

digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang ke 

Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur atau ke tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan Kepala Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan 

yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 

adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih 

besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

26. Penyilidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke 

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah ;

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
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(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat 

umum lainnya :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan persampahan/ kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis 

dan atau volume sampah;

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan sampah 

non organik, berbahaya dan tidak berbahaya;

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat ditaksir dari berbagai pendekatan antara lain berdasarkan sumber 

timbunan sampah (sampah rumah tangga, perdagangan, industri, restoran, hotel dan 

sebagainya).

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup 

biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dengan mempertimbangkan 

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, 

pengangkutan dan pengolahan sampah atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir. 
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebulan untuk :

1. RUMAH TANGGA

a. Rumah Tangga Parmanen / semi parmanen......................... Rp. 10.000,-/bulan

b. Rumah Tangga Non Parmanen............................................ Rp.5.000,-/ bulan

2. JENIS USAHA

a. Pengecer ……………………………………………………..…... Rp.   2.000,-/bulan

b. Toko …………………………………………………………..…. Rp. 40.000,-/bulan

c. Swalayan ……………………………………………………..….. Rp. 80.000,-/bulan

d. Rumah Makan Kecil …………………………………………..… Rp. 10.000,-/bulan

e. Rumah Makan Besar ………………………………………...…... Rp. 40.000,-/bulan

f. Hotel …………………………………………………………...… Rp. 80.000,-/bulan

g. Penginapan ……………………………………………..………... Rp. 40.000,-/ bulan

h. Kos-kosan ………………………………………………..……… Rp. 40.000,-/bulan

3. INDUSTRI

a. Industri Kecil ……………………………..……………..…....…. Rp. 30.000,-/bulan

b. Industri Sedang …………….. ………………………..……..….. Rp. 40.000,-/ bulan

c. Industri Besar ……………………………………………………. Rp. 100.000,-/bulan

4. KANTOR PEMERINTAH …………………………………………... Rp. 50.000,-/bulan

5. KANTOR BUMD/BUMN/SWASTA ……………………………….. Rp. 100.000,-/bulan

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 

karcis, kupon, dan kartu langganan;
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(4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disetor ke Kas Daerah;

(5) Pungutan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Lingkungan 

Hidup dan Tata Kota.

Pasal 11

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi  persyaratan yang ditentukan 

dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran dengan 

angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar 

dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya Retribusi 

yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati/Pejabat dapat menerbitkan STRD jika 

Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau 

kurang membayar;

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 

Surat Teguran;

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang 

sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 

ditunjuk.
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BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan 

Tindak Pidana dibidang Retribusi;

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 

apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retriubusi baik langsung maupun tidak 

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah 

Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

(2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.
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BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

daerah ini.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Kabupaten diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 

hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumenm-dokumen lain yang berkenaan 

dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,  pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang buksti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum 

yang dapat dipertanggung jawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dapat ditinjau kembali sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

(2) Penetapan tarif retribusi dapat dilakukan dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2008 tetang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula

pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula

Pada tanggal 13 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah maka penagihan Retribusi mengarah kepada sistem yang 

adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan, semakin meningkat pula pemberian pelayanan kepada masyarakat 

sehingga diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat 

mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan merupakan jenis Retribusi yang 

cukup potensial bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga 

perlu dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan 

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan pembangunan 

disegala bidang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan persampahan/

kebersihan, semakin meningkat pula beban biaya pelayanan persampahan/ kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 23 cukup jelas
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